
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.843, 2018 KEMENHUB. Penyelenggaraan Kewajiban 

Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut. 

Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 65 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN                         

NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN 

PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

4 Tahun 2018 telah diatur ketentuan mengenai 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk 

Angkutan Barang Di Laut;     

 b. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi kegiatan 

tertentu dan pencairan anggaran kewajiban pelayanan 

publik untuk angkutan barang di laut, perlu dilakukan 

penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 4 Tahun 2018; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 

Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

966); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 

2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 

Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN 

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN 

BARANG DI LAUT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban 

Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu 

Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 A 

(1) Kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan 

publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan untuk: 
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